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PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA HIBAH TANAH DI KOTA
PADANG

(WIDYA LESTARLOZMO04 FAKULTAS HUKEUM UNANILST HAL20G7)
ABSTRAK

Tanah adalah aset vang sangat berharga dalam kchidupan manusia karena
tanah merupakan salab satu alat okur kekavaan dalam masvarakat yang dapat
dijadikan sebagm alat pembayaran, jaminan wiang. hipotik, dll. Maka pemerintah
merasa perlu untuk mengatur seeala sesuatunya tentang tanah yang dibuar dalam
suatu peraturan perundang-undangan. Salab satu hal vang diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersebut adalah mengensi peralihan hak atas tanah yang
termasuk mengena hibab tanah. Untuk pelaksanaan peralthan hok atas tanah
berupa hibah tanah tersebut harus dibuatkan dalam svatu akts, dimapa yang
berwenang untuk membuat akla terscbut adalah seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanzh (PPAT) vang merupakan seorang pejabat vang ditunjuk oleh pemerintah
untuk membuat akta-akta tanah. Oleh karena itu Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) mempunya: peranan yang sargat penting dalam pelaksanaan peraliban
hak atas tanab mengenai hibah tanah.

Permasalahan mendasar yang diangkat adalgh bagaimana pelaksansan
pembuatan okia hibah tanah oleh Pejabat Pembuat Akiz Tansh (PPAT) di Kota
Padang., perapan Pejabat Pemboat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanzan
pembuatan akta hibah fanah di Kota Padang, kendala-kendala apa vang duemui
aleh Pejabal Pembuoat Akta Tansh {PPAT) dalam pelaksanaan pembuatan akta
hibah tanah di Kota Padang.

Metode vang digunakan dalamy penelisan skripsi ini adalah  vuridis
sostoloms, artinva melithat pelaksapasn ketentuan yang ada dan menggunakan
teknmik analisa kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang
dibutishken kemudian menghubungkan dengan permasalahan yvang ada, dianralisa
dan didasarkan pada teon ilmu hukum vang berhubungan dengan masalah vang
diteliti,

Dan hasil penelittan dan pembabasan yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan pembuatan akta hibah tanah oleh Pejabar Pembuat Akia Tanah
(PPAT) di Kota Padang telah sesuar dengan prosedur vang telah ditentukan olch
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Peranan Pejabat Pembuad
Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan pembuatan akta hibah tanah adalah
membuat skta hibah, dimana akta vang bersifat otentik tersebut melindungi para
pihak dan permasalahan yanz mungkin timbul Dalam pelaksanasn pembuatan
akta mbah tanah oleh Pejubat Pembuat Akta Tanah (PPAT) belum ada ditemuinya
kendala-kendala vang berarti, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) dalam
melaksanakan proses pembuatan akia lbah tersebut secara telif.



BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor produksi vang penting bagt pemenntah antuk
mewujudkan tujuan negara seperti apa vang tercantum dalam  pembokaan
Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat vaitu memajukan kesejahteraan
umurn. Dimana pemerintoh mengadakan pembangunan yang adil dan merata di
sepala bidang dan merata di seluruh pelosok ausamtara tercinta untuk mewujudkan
tujuan negara tersebut tanpa mengabaikan apa yvang menjadi hak masyarakat
dalam pelaksanoannya. Dalam hak-hak vang dimiliki oleh masyarakat tersebul
terdapatlah hak masyarakal atas tanah vang tentu saja tidak dapat diabatkan begitu
saja sepert hak-hak lain yang dimiliki oleh masyarakat.

Untuk melindungi hak-hak masyarakat atas tanah maka Indonesia sebagai
negara hukwn memandang perlu untuk membuat perateran tentang tangh vang
ditangkan dalam suatu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 vaitu Undang
Undang Pokok Agrara (UUPAY Salah satw hal vang diatur dalam Undang-
Undang Pokok Aprana i adalah mengenal peralihan hak atas tanah, dimana
dapat terjadi karens

a. Jual bel,

by, Penukaran,

. Penghibahan,

d, Pembenan dengan wasiat,

2. Pemberian menurut adat



b

' Perbuatan-perbuatan lain.

Dalam Undang Lindang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Undang lindang
Pokok Agraria (LIUPA) juga discbutkan bahwa hak atas tanah vang dapat beralih
dan dialthkan kepada pihak lain vaitu:

a. Hak Milik (Pasal 2{} avat 2 LILIPA)
b. Hak Guna Ussha (Pasal 28 ayat 3 LIUPA)
¢. Hak Guna Bangunan {Pasal 35 avat 3 UUPA)

Pelaksanzan hak-hak terscbut harus didaftarkan menurut ketentuan-
ketentuan vang ada dalam UUPA. demikian jugs setiap peralihan hak atas tanah,
hapusnya hak atas tanah dan pembebanan hak atas wnah,

Dalam Peraturan Pemerintazh Nomaor 24 Tahun 1997 tentang Pendafaran
Tanah. vang merespakan peraturan pelaksana peralihan hak atas tanah tersebut
dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan
vang sangat penting, dimsnz dinyatakan dalam Passl 37 ayal | Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 vang berbunyi - "peralihan hak stas tanab dan
hak atas satuan rumah susun melalod jual beli. tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbustan hukum permvindahan hak lainmya, Kecuali
pemindahan hak melalun lelang, banya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan
akta vane dibuat oleh PPAT vang berwenang menunst ketentuan peraturan
perundang-undangan  vang  berfaku". Berdasarkan ketemtuan tersebut  dapat
diketahui bahwa untuk melakokan suatu peralihan hak atas tanah, terlebib dabulu

hak atas tanah tersebut harus dibuatkan suatu akta vang merupakan suatu tanda



bukti dari seseorang Pejabat Pembuat Akta Tasah (PPAT) yvang menpaban
wewsenangnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Herkaitan dengan hal-hal tersebut, maka peralihan hak atas tanah tidak lag
dibuat dihadapan Kepala Desa staupun Kepale Suku atau jugs dibawah tangan,
tetapt harus dibuat dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
diangkat oleh Menteri Aprara/Kepala Badan Pertanghan Nasional, satu orang
untuk seliap satu atau lebih daerah kecamatan. Dimana untuk suatn dacrah
kecamatan vang belum ada diangkat scorang Pejabat Pembuat Akts Tanah
{PPAT), maka Camat yang mengepalai daecrah  kecamatan teescbut  unluk
sementara ditunjuk karena jabatannya berfungsi sebagri Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).'

Diemikian halnya dengan peralthan hak atas tanah denpan cara hibah,
dimana hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya dibuatkan suatu akta sebagai
mnda buktt darn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) vang merupakan
wewenangnya, dan dalam pelaksanaan hibah tersebut juga dapat dilaksanakan
densan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam
sepala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut vang diremuskan dalam
sehuah judul "PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA HIBAH TANAH di

KOTA PADANG".

' Departemen Dalam Megeri, Direktorat Jenderal Agraria, Buky Thntinee: Bagi PPAT, Yayasan
Budaya Bina Sejahtera, Jukarta, 1982
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BAB 1V

PENUTUP

A, Kesimpulan

|

Lt

Pelaksamaan pembuatan akta hibah tanah oleh Pejabat Pembual Akia
Tanah (PPAT) sesuai dengan tata cara pembuatan akta hibah tanah yang
lelah ditetapkan dalam peraturan  perundang-undangan vang berlaku,
Pelksanaan pembuatan akia hibah tanah tersebut terbagi atas dua yaitu
hibah tanah bagi pihak-pihak vang mempunyai hubungan keluarga sedarah
dan hibah tenah bagi pihak-pihak yang tidak mempunyar hubungan
kefuarga sedarah  Perbedaannya hanyalab dalam penghitungan pajak
apabila tanzh tersebut kena pajak yang ditentukan dari SPPT PEB
Penghitungan pajak untuk hibah tanah bagi prhak-pihak yang mempunya
hubungan keluarga sedarah terdapat pemotangan pajak sebesar 50 % dan
pajak yang dikenakan kepada para pihak. sedangkan untuk hibah tanah
bagi pihak-pihak vang tidak mempunyal hubungan keluarga sedarah tidak
adanva pemotongzan pajak dan pajak yang dikenakan kepada para pihak.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan
pembuatan akta hibah tanah hanya dalam pembuatan akis hibah saja.
adanva bukt akis hibah vang bersilat otentik tersebut vang dibuat oleh
dan dikadapan Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) dapat membernikan
kepastian hukum dan melindungt para pihak dar permasalahan vang
mungkin timbul dikemudian han, serta dan bukt akta hibah tersebut dapat

didaftarkan peralihan hak atas tansh di Kantor Pertanahan.
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